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BAB IV

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

DALAM JASA PARKIR DI KABUPATEN KENDAL

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Parkir
Di Pasar Sore Kaliwungu

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Ind@aneseorang
konsumen apabila dirugikan dalam penggunaan baatangjasa dapat
menggugat pihak yang membuat kerugian itu dengahfikasi gugatan
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Karenagike yang
dialami konsumen tidak lain karena tidak dipenulinyrestasi oleh
pengusaha. Salah satu wujud dari implementasi pbukum dalam
kegiatan usaha diantaranya tercermin dalam wujuéhgengan hukum
terhadap para pihak-pihak dalam Kkegiatan usahaebigts baik
perlindungan terhadap pelaku usaha maupun perlgaaduterhadap para
pengguna jasa atau produk yang dihasilkannya.

Perlindungan terhadap para pelaku usaha antaraldgiat dilihat
dari adanya jaminan yang diberikan oleh pemerirkapada pelaku
usaha atas aktivitas usaha yang mereka jalankan pddmdungan
terhadap asset-aset usaha mereka. Demikian hagmgma perlindungan
yang harus dirasakan oleh para pengguna produk jasa yang

disediakan oleh para pelaku usaha.

' Johan Arifin, Dkk.,Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mileari@h,
Semarang: Walisongo Press, 2010, him. 17
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Adanya kesadaran dari produsen/pengelola parkihadep
tanggung jawabnya hukum secara tekstual perlindunggakum
merupakan perlindungan dengan menggunakan sarakamhwatau
perlindungan yang diberikan oleh hukum. Hal ini ofesari bahwa
prinsip pengakuan terhadap perlindungan konsumatasedengan hak
serta prinsip negara hukum. Dalam konteks perligdan hukum
terhadap hak konsumen dituangkan dalam Undang-gndan8 Tahun
1999 tesntang perlindungan konsumen. Dalam runtpenindungan
konsumen disana terlihat bahwa konsumen dilindwsggiara hukum
tentang apa-apa yang terjadi setelah adanya hubumgieum seperti
jual-beli produk.

Bagaimana hak-hak konsumen dipenuhi oleh pihakysen dan
bagaimana bila terjadi sengketa. Semua sudah dd#lam undang-
undang perlindungan konsumen tersebut. Berdasargaraturan
perlindungan konsumen yang tertuang dalam UU. NdaHin 1999
tersebut kedudukan konsumen secara hukum dilinddiagi secara
yuridis konsumen dapat mempertahankan hak-haknya.

Dalam pasal 4 secara jelas disebutkan bahwa halkdradumen

meliputi:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatamm dala

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
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b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mexikiap barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukarkdadisi serta
jaminan yang dijanjikan

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur geeai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa,

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atasmgatan/atau
jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan aipay
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen Sgatara

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsume

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bemar jdjur serta
tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi danfa¢giggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidakiasedengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan o
undangan lainnya.

Jika demikian secara mendasar ada hak-hak yanguselya
didapat oleh seorang konsumen baik konsumen barmaagpun
konsumen jasa, termasuk didalamnya adalah oranghk&tdan hukum
yang menggunakan jasa parkir di Kabupaten Kenddlarssnya

mendapat perlindungan secara hukum sebagai jarperéndungan.

> Muhammad Djakfar/oc. cit,him. 112
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Meskipun konsumen mempunyai beberapa hak bukanrtibera
konsumen tidak mempunyai kewajiban-kewajiban yaagi$ dipenuhi.
Berdasrkan pasal 5 UU. No. 8 tahun 1999 kewajitmmaiiban meliputi:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan piose

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, de
keamanan dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembebanang

dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa pentigdn

konsumen secara patlt.

Jika dilihat dari prespektif undang-undang perlimgian konsumen,
konsumen jasa parkir termasuk kedalam konsumerkaingkhir yaitu
sebagai pengguna, pemakai dan/atau pemanfaatamgbdaa/atau jasa
konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri &uarga rumah
tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Setelah berlakunya undang-undang perlindungan kosisupada
prinsipnya sudah ada suatu perangkat yang berbemtd&ng-undang
yang dapat dipakai sebagai payung hukum untuk ch&ligi kepentingan
serta hak-hak konsumen parkir. Akan tetapi dalaaktgmya masih
terjadi ketidak maksimalan dalam melindungi konsamasa parkir

dengan alasan biaya parkir yang dibebankan tidélerapa. Namun

? Ibid.
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demikian, seandainya dalam perundang-undangan tiad& yang
mengatur perlindungan konsumen, masih terdapatasssashukum yang
ada dalam hukum perdata maupun hukum publik. Tierl&dni asas
hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar; 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, peldingan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sdntedapan

hukum”

Jaminan undang-undang dasar ini merupakan saransaudalam
memberi landasan mengenai perlindungan hukum dagt@naturan
perundang-undangan. Konsep perlindungan lebih tladgpat dijumpai
dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubgaiag berbunyi:

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalakam

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum danep@tahan

itu dengan tidak ada kecualinyd”

Kedua pasal tersebut merupakan landasan konstialstmmhwa
perlindungan hukum mendapat tempat yang baik dakamstitusi
sebagai landasan dari segala peraturan perundalaggen yang ada.
Dimana undang-undang dasar memberikan yang layh&dap hak-hak
asasi manusia sebagai subjek hukum itu sendiriryghundang-undang
konsumen merupakan sarana untuk menghindari keseygemenangan
karena akan mengakibatkan penindasan serta tergadietidakpastian
hukum. Oleh karena itu, untuk menghindarinya dilatratindang-undang

perlindungan konsumen sebagai pedoman bagi pask y#ing terlibat

dalam suatu kegiatan usaha.

* Johan Arifin,loc. cit,him. 114
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Secara konseptual jaminan perlindungan hukum iandasi oleh

beberapa asas hukum sebagaimana dinyatakan dakah Zo&ndang-

Undang Perlindungan Konsumen, bahwa : Perlindungansumen

berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamaman

keselamatan konsumen serta kepastian hukum;

a. Asas manfaat; berarti bahwa segala upaya dalam

C.

d.

menyelenggarakan perlindungan konsumen harus méwmber
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsutaen
pelaku usaha secara keseluruhan.

Asas keadilan; dimaksudkan agar partisipasi seluakyat
dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannyarasec
adil.

Asas keseimbangan; asas ini dimaksudkan untuk nréambe
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaka wan
pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen; dimaksudkan
untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselama
kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsunasi at

digunakan.
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e. Asas kepastian hukum; diharapkan agar pelaku usetugun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilanmdala
menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara
menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi pasal dua Undang-UndarimdRergan
Konsumen dan penjelasannya ini, tampak bahwa pesammya mengacu
pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangun@anusia
Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsedghra. Kelima
asas ini secara substansi dapat disimpulkan metigadiprinsip dasar
yaitu asas kemanfaatagang didalamnya meliputi asas keamanan dan
keselamatan konsumeAsas keadilanyang didalamnya meliputi asas
keseimbangan daasas kepastian hukufn.

Sebuah perlindungan hanya akan terwujud bila ddsnkdubungan
hukum diantara kedua belah pihak. Secara formalumgdn antara
produsen dan konsumen bukanlah termasuk hubungaraktual yang
menimbulkan hak-hak yang kuat secara kontrak yamgiki seseorang
ketika memasuki sebuah perjanjian. Pada umumnyangam produsen
dan konsumen adalah merupakan hubungan interakaraseanonim,
dimana masing-masing pihak tidak mengetahui sepasti pribadi-
pribadi kecuali hanya berdasarkan dugaan (itikakl) béetapi keduanya
tetap mempunyai hak dan kewajiban karena dalam ataagnya

hubungan mereka merupakan interaksi sosial yartigrdiarta dilindungi

® Ibid, him. 116
® Ahmad Miru dan Sutarman Yuddoc. cit, him., 26
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oleh undang-undang. Dalam istilah hukum hubungaemang dengan
orang lain atau badan hukum atau antara badan hdksgbut dengan
hubungan perdata, oleh karenanya hukum yang mengatoungan
individu dengan individu lain atau dengan badanunuldisebut hukum
perdata atau hukum privat.

Hubungan hukum yang terjadi karena transaksi aargian
antara konsumen dengan pelaku usaha diatur dalaal £a320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata diperlukan empat syarat

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang hdlal

Selain perlindungan hukum yang berasal dari undsrtgng
hukum perdata dan undang-undang No. 8 tahun 1998anig
Perlindungan Konsumen konsumen parkir juga diligiluleh PERDA
Kabupaten Kendal No. 8 tahun 2011 tentang Refribasa Umum di
Kabupaten Kendal tercantum dalam pasal 41 yaitu:

1. Kendaraan yang diparkir ditepi jalan umum dan telah
dibayarkan retribusi parkir ditepi jalan umum sedagna
dimaksud dalam pasal 40, diberikan jaminan oleh d?iertah
Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk mewiggbarkir

ditepi jalan umum.

’ Johan Arifin, Dkk. Joc. cit,him. 125
® Subekti,Kitab Undang-Undang Hukum Perdat#gkarta: Pradnya Pramita, Cet 27, him.
339
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2. Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayateflijpa
asuransi kehilangan atas kendaraan yang dipardapidialan
umum.

3. Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayae8umber
dari penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai :

a. Tata cara pengajuan klaim;

b. Tata cara kerjasama dengan pihak ketiga yang dkunj
untuk mengelola parkir ditepi jalan umum; dan

c. Tata cara penunjukan pihak ketiga yang mengelola
asuransi; diatur dengan Peraturan Bupati.

Melihat dari kesemua ketentuan perundang-undangan yadng
bersifat umum sampai yang bersifat khusus ini setigiak langsung
dapat dijadikan pedoman untuk bertindak secarah Iétaiti-hati atau
setidaknya menerapkan standar operasional (SOPppangean dengan
cara memberikan rambu parkir dan juga memberikamcikasebagai
tanda bukti sekaligus informasi bagi konsumen pagar dapat
memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumencgadgs.

Dari segi kenyamanan memang kurang memenuhi stesedab
parkir di Pasar Sore belum menerapkan rambu gatiasbparkir dan
belum dilengkapi atap karena memang lokasinya kuraemungkinkan

akibatnya apabila turun hujan maka motor pengunjakgn basah

° Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 8 tahun 28ttang Retribusi Jasa Umum
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terkena air hujan. Sedangkan dari segi keamanamguregitu maksimal
karena terbukanya area parkir serta bentuk nontiirpaang dibuat ala
kadarnya tanpa adanya ciri khusus yang sulit uditiku seperti tanda
stempel atau ciri lainnya untuk mencegah pemalsoaror parkir.

Disinilah letak pentingnya peranan pemerintah daestaupun
pihak ketiga selaku pengelola agar dapat membemedidikan serta
pelayanan kepada konsumen agar lebih paham karma gasarnya
konsumen di Indonesia masih dalam taraf konsumeg lgalum cerdas.

Dalam beberapa kali wawancara yang dilakukan teqhgoetugas
parkir maupun pengguna jasa parkir mereka tidakget@ahui tentang
perlindungan konsumen parkir secara mendetail.iéameenurut mereka
bahwa perlindungan secara langsung adalah melayaemata serta
menjaga kendaraan saat parkir saja.

Menurut persepsi konsumen mereka cenderung bersikesang
peduli yang terpenting kendaraan mereka sudahdedtn dijaga oleh
petugas parkir dan kebanyakan mereka tidak mengetaftang adanya
perlindungan hukum baik itu berupa unadang-undaagpun peraturan
daerah (PERDA).

Kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap peraggasa
parkir, pengelola berpendapat bahwa perlindungadiwujudkan dalam
bentuk:

a. Memberi nomor parkir pada kendaraan,

b. Menata kendaraan serta,



54

c. Menjaga kendaraan

Menurut persepsi pengelola, ketiga cara tersetalahdipaya yang
dilakukan untuk melindungi konsumen dari kehilangaebatas
kemampuan mereka. Ditanya tentang bentuk perlirmtuagabila terjadi
kehilangan pengelola menyerahkan sepenuhnya keyiaalakepolisian.

Bentuk perlindungan hukum seperti ini tidak memiaari jaminan
kepastian hukum bagi para konsumen parkir khusudajan hal ganti
rugi. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Kendikgeregulator
yang berwenang membuat kebijakan harus memberikaingungan
hukum vyang seharusnya dinikmati masyarakat dengagera
menerbitkan Peraturan Bupati (PERBUB) yang mengtdntang tata
cara pengajuan klaim asuransi terhadap kehilangaddtaan pada saat
parkir sesuai dengan amanat PERDA No. 8 tahun B&itang retribusi
jasa umum.

Melalui terbitnya PERBUB ini pengelola maupun maakat
diharapkan akan bertindak lebih cermat dalam maladsan hak-hak
dan kewajibannya sehingga perlindungan hukum degraipta secara
seimbang.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Parkir
Di Pasar Sore Kaliwungu

Kalau ditinaju dari segi akadnya praktik perpankich Pasar Sore

Kaliwungu itu menggunakan akad penulis berpedomaeria secara

terminologi ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan/
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jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayapat sewa tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas bating.

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pridadi
kelompok (serikat) harus mempertanggungjawabkarergekn masing-
masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilamgaka dilihat dahulu
permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atangegaan atau tidak.
Jika tidak maka tidak perlu diminta penggantinyan gika ada unsur
kelalaian atau kesengajaan maka dia harus memggumagjawabkan
apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Sekirannya menjual jasa itu untuk kepentingan oraagyak
seperti tukang jahit, tukang parkir, tukang sepddn sebagainya maka
ulama berbeda pendapat.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani @tu
Hanifah) berpendapat bahwa pekerja itu ikut bedgang jawab atas
kerusakan tersebut baik yang disengaja ataupuik.tiBlarbeda tentu
kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampsgperti banjir dan
bencana alam lainnya.

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berglapat
bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsurngegan dan
kelalaian maka para pekerja itu tidak dituntut gaugi.**

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itembekas pada

barang itu seperti tuakang binatu, juru masak damitbangkut (kuli)

'° Dimyauddin Djuwainijoc. cit, him. 153
' Ali Hasan,Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamjplaakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003, him. 237
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maka baik sengaja maupun tidak segala kerusakagadneanggung
jawab pekerja itu dan wajib diganti rugi.

Penyalahgunaan keadaan memang belum termasuk ssbéaa
satu faktor batalnya perjanjian dalam hukum positdi Indonesia.
Sedangkan Negara Belanda sebagai asal KUHPerdata kta anut
sudah mencantumkan faktor penyalahgunaan keada#br(ik van
omstandighedgn Para ahli hukum berpendapat bahwa penyalahgunaan
keadaan adalah suatu bentuk cacat kehendak. Salah sebab
penyalahgunaan keadaan adalah adanya keunggularmoneiso atau
psikologis pada salah satu piHdMisalnya suatu keadaan terjepit,
kesulitan keuangan, hubungan atasan dengan bawahapun tidak
adanya pilihan lain. Sebenarnya munculnya penyalsdmn keadaan
tidak terlepas dari peranan prinsip perjanjian bétandart contradt
yang masih terdapat dalam KUHPerdata.

Pada hakikatnya, penyalahgunaan keadaan mempurgksuch
yang sama dengan eksploitasi status sosial atauggalan informasi,
keadaan terpelajar, dan ekonomis yang dimiliki cdatah satu pihak
yang berakad. Dalam figh Islam, masalah penyaladmyukeadaan juga
dimaksukkan oleh para ahli figh ke dalam bahasaatdehendakfyub
al-iradah).

Pembahasan ganti rugi atau tanggung jawab pelatausrhadap

kerugian akibat barang/jasa atau transaksi, mekydriganyak cabang

“ShidartaHukum Perlindungan Konsumetakarta: Grasindo, 2000, him. 68
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permasalahan figh, mulai dari prinsip hak dan panggnya, prinsip
harta, prinsip akad, prinsip sebab perbuatan kigah@azhariyyat al-
sabal), sampai dengan prinsip tanggung jawaialjda al-mas’uliyyah
dan prinsip ganti rugingabda al-dhamay®

Adanya kecenderungan pelaku usaha untuk tidak rmlaw atas
kerugian yang diderita konsumen, benar-benar meagkan sebuah
hukum yang memberi perlindungan pada konsumen. t@i@rhukum
tersebut adalah hukum yang dalam waktu bersamdmak piemerintah
dan rakyat dapat menjadi pihak penuntut. Dalam hukslam disebut
dengan hukurhudud Allahdan hak-hak publikhuqug Allah**

Dari segi penyebab ganti rugifaman terbagi menjadi lima yaitu
(1) kerusakan Al-itlaf, (2) Akad, (3) perbuatan wadh’'u yadin (4)
penahanan al-Hailulah, dan (5) tipu dayaal-maghrur Dalam konteks
yang penulis teliti mengarah pada dua hal penyejatii rugi yaitu
kerusakan dan perbuatan.

Dhaman ‘aqdinyaitu terjadinya suatu akad atau transaksi sebagai
penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawaba Rdama
menyatakan bahwa akad adalah salah satu sebabiggirkarena prinsip
dasar dalam transaksi dalam bermuamalah menuntwnyad
keselamatan. Apabila setelah akad ditemui adang#u stacat barang,
maka hal itu akan menjadi tanggung jawab pihak yamenyerahkan

barang bercacat tersebut, yang selanjutnya menadanya ganti rugi

BMuhammad dan AliminEtika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam
Yogyakarta: BPFE, 2004, him.230
“Muhammad dan Aliminop. cit, him. 232
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(dhaman dari pihak yang menyebabkan kerugian. Dasar hukiam
keutuhan dan keselamatan barang dari cacat adatadnfAllah dalam

QS.Al-Maidah ayat 1.

1N A A Lo I & BAHOROKT SO
B -02>-200M0 B MURXGE @A

£7He $&HRHYOAML F N0O0O2>0RD M Ww@e é N
a8 RO FHOADLITBa X DORNOOR & e
Her=0.¢2>% 60JOXIN JLAECONHON FJORH RO
OOQ RO E ABFRORO J2e3Oe0 NO0MD0OD war X

XUV COOHOBRDB o €& REAENGO® A Lo

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilahaaigagad itu[388].
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang makdibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak mendkeaa berburu
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhtigia menetapkan
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

[388] Agad (perjanjian) mencakup: janji prasetiarhba kepada

Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalgmrgaulan
sesamany&’

Dengan demikian, adanya dasar keselamatan baramg dipenuhi
secara hukum, demikian juga halnya dengan syasaisgtau perjanjian
yang dibuat dalam akad tersebut. Dalam masalah ggardn upah sewa
(ujrah) kepada pihak pengelola parkir konsumen harus elajban
membayarnya sesuai dengan bunyi hadis:

sl kel ¢ alug dsle Al Lo il Jgmy JB : JB Lagle all oay joe () (89

O e iy of g8

Artinya: Dari lbnu Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahngebelum
keringatnya kering . ( HR. Ibnu Majah)

> Departemen Agama Rc. cit, him. 156
% Muhammad bin Isma’il Amirul Yamani As- Shan 'ar8ubul As-Salam, Juz Barul
Kutubul limiyah, Lebanon, Cet. 4, 1988, him. 129
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Sedangkan ganti rugwadh’u yadin seperti ganti rugi akibat
kerusakan barang dari perbuatan mengambil hartegdean tanpa izin
dan ganti rugi kerusakan barang yang masih beradagdn pengelola
parkir apabila barang belum diserahkan dalam selakad yang sah.
Dalam hal yang bersifat amanah, seperti ganti yagg ditanggung oleh
pihak pengelola suatu barang dalam transaksi sgwah) maka mereka
hanya bertanggung jawab atas kerusakan apabgait&glalaian.

Hukum Islam sangat memperhatikan pemeliharaan dan
perlindungan terhadap diri sendiri, harta benday deerupakan suatu
keadilan apabila pihak yang menimbulkan suatu keanjgmengganti
kerugian yang ia timbulkan tersebut sesuai dengadak figh Islam
yang berbunyi:

JIeo sl

Artinya: kemudaratan harus dihilangkan

Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa ®ianiarus
dijauhkan dariidhrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri
maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya iaimauikan bahaya
(menyakiti) pada orang Idih

Hal-hal yang wajib dijaga guna kemaslahatan tugsari’ah yaitu
agama &d-din), jiwa (an-nafs),akal (al-aqgl), keturunan(an-nasl),dan

harta (al-mal). Bila dihubungkan dengan risiko tanggung jawalahal

Y Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhamméagdzam, Qawa'id
Fighiyyah, Terj. Wahyu Setiawan dari “Al-Madkhalu Fi Qawa'idi-Fighiyyati wa Atsaruha Fi
Ahkami Syar’iyyah”, Jakarta: AMZAH, 2009 him., 17
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kegiatan muamalah maka lebih terfokus pada menjagda dari
kehilanagan.

Maka sekiranya tindakan bahaya muncul, hukum syheaus
muncul untuk menghilangkan bahaya tersebut. Dalamtek dunia
usaha apabila bahaya itu menyangkut perusakanpatanyapan harta,
maka pelaku harus mengganti harta yang dirusakkiznyabut.

Terdapat tiga macam cara pemenuhan ganti rugi leetara
prioritas yaitu:

(a) Hak-hak harus diganti atau dikembalikan pada pigakg
berhak sesuai dengan zat dan keadaannya yangakbslin)
karena itu bentuk ganti rugi paling sempurna.

(b) Apabila tidak mampu mengembalikan barang asli, nielcas
dikembalikan barang semisahl{mal al-mitsl), yaitu harta
yang dapat diukur seperti dapat ditimbang, dihitdag ukur
dengan tepat.

(c) Apabila tidak mampu mengembalikan barang semiakl (
mistli), maka harus dikembalikan dengan barang seralai (
giyam) yaitu harta yang tidak dapat diukur dengan tejaat
tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannyasaliga
seperti barang antik atau barang yang sudah tigakduksi

lagi dan lain sebagainya.



